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UL Mo 28 tahun 20014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif vang terdiri atas hak moral dan hak
ehonomi,

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Retentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku rerhacdap:

i penggunaan kunpan singkar Cipraan dan/atn produk Hak Terkan
untuk pelaporan  peristiwa aktual vang ditvjukan hanva untk
keperluan penyediaan informast aktual;

i Penggandaan Ciptaan dan/atu produk Hak Terkair hanya untuk
kepentingan penelinian dmu pengetabuan;

i Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya unmk
keperluan pengajaran, keeuali pertunjukan dan Fonogram yang relah
dilikukan Pengumuman sebagat bahan ajar; dan

w. penggunaan untuk kepentngan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Cipraan dan//atan produk
Hak Terkait dapar digunakan wanpa ian Pelaku Perunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran,

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setdap Orang yang dengan tunpa hak melakukan pelanggamn hak

ckonomi sehagaimana dimaksud dalam Pasal @ avar (1) hwouf 1 untuk

Penggunaan Sccara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (saru) whon dan/atw pidana denda  paling  banyak

Rep 1OMLOO0.000 {seratus juta rupiab).

Sedap Ovang vang dengan tanpa hak dan/atau tnpa izin Pencipta

atauy pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (1) huraf ¢, hurof

d, huruf f, dan/atag buruf b unak Penggunasn Sceara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {rga) thun dan/fato

pidana denda paling banyval Rp300.000.00000 (lima rams juta
rupiali).
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat
serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa
terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum
Perundang-Undangan Jilid 2 ini merupakan pelengkap dari sejumlah
literatur yang ada, membahas masalah Perundangan-undangan serta
menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk
diinterprestasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan
dan perkembangkan hukum yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu
tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada
para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke
depannya.

Surabaya, Maret 2025

Penulis
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BAB I
TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

A. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan untuk

membentuk UU ada pada DPR. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 diatur bahwa, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 22A UUD NRI
Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU diatur
dengan UU. Untuk pelaksanaan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut
maka proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019.

Selain itu proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019).
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019, materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

wbk v

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, proses
pembuatan UU diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 43 UU s/d Pasal 51,
dan Pasal 65 s/d Pasal 74. Sedangkan, dalam UU No. 13 Tahun 2019,
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BAB Il
TERNIK PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK

A. FUNGSI NASKAH AKADEMIK DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM
Menurut Harry Alexander, fungsi Naskah Akademik (NA) adalah:*

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan,
luas lingkup, dan materi muatan suatu UU;,

2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin
prakarsa penyusunan Proglenas; dan

3. Bahan dasar bagi penyusunan RUU.

Sedangkan menurut Sony Maulana S.,** yang menggunakan istilah
Rancangan Akademik, mengemukakan terdapat 3 (tiga) fungsi dari
Rancangan Akademik, yaitu:

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai
fakta dalam penulisan RUU;

2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara
logis; dan

3. Menjamin bahwa RUU lahir dari proses pengambilan keputusan yang
berdasarkan logika dan fakta.

4 Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam
bukunya Pedoman Naskah

Akademik PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total media Yogyakarta, him. 31.

46 Mayhendra Putra Kunia, Emilda Kuspraningrum, lvan Zairani Lisi, Pedoman
Naskah Akademik PERDA Partisiptif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi
Pembentukan Perda yang Baik), (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Kreasi Total Media
(KTM), 2007), him. 31.
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BAB Il

TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut Maria Farida Indarti Soeprapto,”” pembentukan UU

memerlukan pengetahuan tentang teknik penyusunan UU dan kerangka luar
(kenvorm) UU agar terdapat keseragaman dalam hal bentuk atau format UU.
Berpedoman pada ketentuan tentang Sistematika Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, dalam buku ini hanya menyajikan teknik
penyusunan UU, tidak termasuk peraturan perundang-undangan lainnya.
Sitematika Teknik Penyusunan UU meliputi: 1) Kerangka UU; 2) Hal-Hal
Khusus; 3) Ragam Bahasa UU; dan 4) Bentuk RUU.
Teknik penyusunan RUU pada Bab ini sesuai dengan Lampiran II UU
No. 12 Tahun 2011 dijelaskan, teknik penyusunan UU harus didasarkan pada
kerangka dari sebuah UU, yang terdiri atas:
1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Undang-Undang

53 Maria Farida Indarti Soeprapt, llmu Perundang-Undangan (2), (Yogyakarta:
Kanisius, 2007).
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Contoh:
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan UU memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan
angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar
belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-
undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta
asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh UU.

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai
berikut:

1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang
tubuh;

2. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma
yang ada dalam batang tubuh;

3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam
batang tubuh;

4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah
dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau

5. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa
cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf ¢ ditulis dengan
huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun
terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
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uku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan

peraturan perundang-undangan yang meliputi Tahapan

Penyusunan Undang-Undang, Teknik Penyusunan
Naskah Akademik, Dan Teknik Penyusunan Rancangan
Undang-Undang yang dituangkan dalam suatu peraturan
perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para
mahasiswa, teoritisi, teknis dan mereka yang berhubungan
dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar
dapat memahami proses pembentukan peraturan undang-
undang tersebut secara lebih baik.
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